BABI
PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutya ditulis UUP) didefinisikan sebagai ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Menurut Al Qur'an Surat An Nisaa ayat (21), dinyatakan
perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata
“miitsaaqghan ghaliizan”. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mengubah
kedudukan dan status perempuan di masyarakat sebagaimana diatur dalam Al Qur’an
Surat An Nisaa ayat (3), berbunyi “...jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
maka kawinlah seorang saja”. Perkawinan menurut Agama Islam adalah lembaga
yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Ketentuan-
ketentuan dalam Al Qur’an kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Kompilasi Hukum
Islam. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) perkawinan menurut Hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaagon gholiidhan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara tegas dinyaiakan

bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian




sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga

memiliki unsur batin dan rohani.!

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa tujuan
perk_awinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan
yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan miitsaagon gholiidhan (ikatan yang
kuat), namun dalam ikatan perkawinan antara pasangan suami istri dapat kandas
ditengah jalan mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian,
perceraian ataupun karena putusan pengadilan. Sesuai dalam Pasal 38 UUP
perkawinan dapat putus karena (1) kematian; (2) perceraian; (3) atas keputusan
Pengadilan dan Pasal 39 UUP ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan
Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak; ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; ayat (3)
tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya ditulis PP Nomor 1 Tahun 1975) perceraian dapat terjadi karena alasan-
alasan (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

' Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, him. 1.




19

figui, iaguior innmzs] usis vilsl wzay isgnuqgosm sise nodud aonivsdisg sgonidue

Vinsdot nsh miisd 1wenu iilimom

[ L
v et e Tt

nnujpl svilsd nsdeslojih TIUU T Isesq mulsh munsool guss ousroingsdo?

nensds1ad] asdwesbiad edsd sigsded yosy spsulod Auinsdmo dilsbn nt;r:i w119
yng nsisdi) andbitlody sopenatin nseash wdezib [ msish ver. s2H pdoks vasy
zshied 1eqob el imsue angigesg S18ls menivesdoq asisdt mslsh aumsn (s
amilsnod dedoe saowd dlicd asniwsdieq svoeuing uclndidsgnsm asls] dsonslib
9J ) 8L lsas9 msleb inuzel .aclibsunoq nerusuq snvsd mequels  animosiong
npeulnqod zsin (8 neimisonsg (£) nsitomod (1) snvsd anug mqsh asaiveleg
nsesb b nuAuAslib isgsh svood nsisosg (1) s 90U Q€ lsent nsb nolibsunot
npAiciashnsca lizsdiod Asbi) b srdsenod aiudynsasd gnny m.ltbr,ms‘l qnsbid
Lcesle quduo sbs ewnd usisroouq noAuds !.u)m Autanr (€) ls\(h .,Enri:q rlr,IJrI f.ub.u[

i .- -

(&) msus kel irsue usdoz syl qubid 1sgsb nedls Jf,hn uti el nob iz svrrded

o
- b

-gnubautoq meiuicieg islab wisib nslibsgns’ wnobi2 asgeb ib asis1eoisq o Lo
V0T nudsT @ romoU deininomsT msused @1 Iueel mwslsd .iibrioziol angusbnn
asoivesstiod gasinot BYCL aurdsT [ 1omovi ancbau-gnebul) nennseids{s® wvnclus)
-niz6ls envied iho(io) 1sqeb nsicresiaq (€801 nodsT [ 1omot 99 2ilulib syniyaslses)
abuirioq sbrmog odsmon ibsinorn usis seis tsudisd drdiq wez dels? (1) anzsls
neAlsganinsm Asdig uise duls? (€) :nsddudmseib 1oduz gnov senisesdsz aisl asb

neesls canes nob nisl Asdiq oisi s wmu-trwrsd aodst (sob) € smelosz nigl sledi
i q

bl e U ensdayzo’? ol antdamiiety awid 000€ aivesd iedsA LomdA '

R T -



yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mcnldapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
(6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Pasal 116 KHI
menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena (1) apabila salah satu pihak
berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang
sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak
yang lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (6) antara suami dan
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk
hidup ruicun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik-talak; (8) peralihan
agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah
tangga. Dalam KHI terdapat penambahan suaxpi melanggar taklik talak dan peralihan
agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga karena

dalam UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai,



padahal ditinjau dari segi Islam murtadnya seseorang sangat beralasan untuk
memecahkan perkawinan mengingat tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UUP dan Pasal
3 KHI adalah beribadah kepada Allah SWT.2 Dan kemurtadan seseorang jelas
menjadi alasan perceraian karena dalam KHI maupun UUP melarang perkawinan
beda agama dan apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya

salah satu pihak tentunya logis menjadi alasan perceraian.

Akibat hukum apabila terjadi perceraian diantaranya mengenai hak asuh anak

yang belum dewasa. Menurut Pasal 41 UUP adalah :

(2) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.

(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut

memikul biaya tersebut.

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2 Tim Ditbinbapera, 1993, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jakarta,
Yayasan Al-Hikmah, him. 186.




Pengasuhan anak apabila putus karena perceraian dalam Pasal 105 ayat (a) KHI maka
pemelibaraan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

ibunya.

Anak dalam usia belum mumayyiz dianggép belum mampu menentukan
pilihannya sendiri sehingga harus ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini
perceraian baik cerai gugat maupun permohonan talak mengenai siapa yang berhak
untuk mengasuh dan memeliharanya jika mengacu pada Pasal 105 KHI hak asuh anak
belum mumayyiz diberikan pada ibu, akan tetapi dengan pertimbangan hakim hak
asuh anak yang belum mumayyiz dapat diberikan kepada ayah. Berdasarkan uraian
latar belakang yang diuraikan, maka penulis mengangkat skripsi dengan
judul“Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Studi Kasus di Pengadilan
Agama Sleman”, dengan permasalahan yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim
dalam menentukan hak asuh anak yang belum mummayiz kepada suami akibat

perceraian di Pengadilan Agama Sleman ?

Di dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan obyektif dan tujuan

subyektif :
1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan
hak asuh anak yang belum mummayiz kepada suami akibat perceraian di Pengadilan

Agama Sleman.
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2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan
skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat

praktis :
1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai pertimbangan
hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami akibat

perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi para hakim
dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak akibat
perceraian di Pengadilan Agama dan bagi masyarakat, memberikan pengetahuan
yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh anak akibat

perceraian di Pengadilan Agama Sleman.




